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In principle, ultra petita is prohibited in civil procedural law because judges 
are only allowed to decide cases based on the claims submitted by the 
parties in the petitum of the lawsuit. This prohibition is related to the principle 
of judicial passivity and the principle of ne eat judex ultra petita partium, which 
aim to maintain legal certainty and the limits of judicial authority. However, in 
the practice of the Tax Court, there are different characteristics because 
judges have the authority to determine the actual amount of tax payable 
based on the facts revealed during the trial. This situation raises legal issues 
regarding whether the application of ultra petita can be justified in the Tax 
Court and what legal implications arise in the resolution of tax disputes. This 
study employs a normative juridical method using statutory and conceptual 
approaches. The data were collected through library research consisting of 
primary legal materials such as legislation and court decisions, as well as 
secondary legal materials including books and academic journals. The results 
show that ultra petita is permitted in the Tax Court based on Article 80 of Law 
No. 14 of 2002 concerning the Tax Court and Article 26 paragraph (3) of the 
General Provisions and Tax Procedures Law (KUP), which grant judges the 
authority to determine the actual amount of tax payable. The conclusion of 
this study indicates that the application of ultra petita in the Tax Court must be 
limited by considering the principles of legal certainty, protection of taxpayers’ 
rights, and the limits of the dispute object. Therefore, its application must be 
proportional in order to achieve fiscal justice without disregarding taxpayers’ 
rights in the judicial process. 
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Abstrak 
Ultra petita pada prinsipnya dilarang dalam hukum acara perdata karena hakim hanya boleh 
memutus perkara sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh para pihak dalam petitum 
gugatan. Larangan ini berkaitan dengan asas hakim bersifat pasif dan asas ne eat judex. 
Ultra petita partium yang bertujuan menjaga kepastian hukum serta batas kewenangan 
hakim. Namun dalam praktik pengadilan pajak terdapat karakteristik berbeda karena hakim 
memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah pajak yang sebenarnya terutang 
berdasarkan fakta persidangan. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum mengenai 
apakah ultra petita dapat dibenarkan dalam pengadilan pajak serta bagaimana implikasi 
hukumnya dalam penyelesaian sengketa pajak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis 
normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 
Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa 
peraturan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal 
ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ultra petita dimungkinkan dalam pengadilan 
pajak berdasarkan Pasal 80 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Pasal 26 
ayat (3) UU KUP yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan jumlah 
pajak yang sebenarnya terutang. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ultra petita 
dalam pengadilan pajak harus diterapkan secara terbatas dengan tetap memperhatikan 
prinsip kepastian hukum, perlindungan hak wajib pajak, dan batas objek sengketa. Oleh 
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karena itu penerapannya harus dilakukan secara proporsional agar keadilan fiskal dapat 
tercapai tanpa mengabaikan hak wajib pajak dalam proses peradilan. 
 
Kata Kunci: Ultra Petita, Pengadilan Pajak, Sengketa Pajak, Keadilan Fiskal, Kepastian 

Hukum 

 
 

I. PENDAHULUAN 
Dalam laporan berita hukum sering kali mendengar adanya peristiwa hukum, dimana 

pemohon banding atau penggugat yang meminta kepada hakim untuk mengabulkan petitum 
dalam banding atau gugatan yang melebihi permohonan awal banding atau gugatan yang 
sudah ajukan. Kondisi ini dalam istilah hukum dikenal dengan sebutan Ultra Petita. 
Pengertian Ultra Petita sendiri terdiri dari “ultra” dan “petita’ yang artinya memutuskan lebih 
dari yang dituntut. Hal ini bisas terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang 
tidak dituntut (Mertokusumo, 2019).  

Berdasarkan sejarahnya istilah Ultra Petita pada dasarnya sudah dikenal sejak masa 
kolonial Belanda. Dimana pada masa itu terdapat hukum acara perdata yang berlaku di 
wilayah Jawa dan Madura dan dikenal dengan nama Herzien Inlandsch Reglement (HIR) 
atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui. Hukum HIR pada saat itu mengatur berbagai 
prosedur persidangan, pengajuan banding/gugatan, sampai dengan pelaksanaan putusan 
pengadilan perdata yang difokuskan bagi penduduk bumiputera (Prodjodikoro, 2011). Untuk 
wilayah di luar Pulau Jawa dan Madura, terdapat juga hukum acara perdata yang lain, yang 
pada saat itu dikenal dengan nama Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg). RBg 
digunakan untuk mengatur berbagai tata cara persidangan, gugatan, dan pembuktian 
perkara perdata (Prodjodikoro, 2011).   

Sehubungan dengan ultra petita, Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg, 
peraturan ini telah melarang hakim untuk memutus melebihi tuntutan. Seiring dengan 
perkembangan hukum di Indonesia, kemudian ketentuan hukum ini ikut masuk menjadi 
ketentuan hukum Indonesia dengan adanya peran Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 
yang menyatakan "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, 
selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar" (Cekhukum.com, 
2026). Dengan masuknya ketentuan  hukum mengenai ultra petita, untuk menegaskan 
penggunaannya dan larangannya maka selanjutnya Mahkamah Agung menegaskan dengan 
menerbitkan Putusan MA No. 556 K/Sip/1971, Putusan MA No. 1001 K/Sip/1972 dan 
Putusan MA No. 437 K/Sip/1973 yang melarang hakim mengabulkan lebih dari yang diminta 
dalam petitum.  

Kasus dalam Putusan MA tersebut, penggugat sudah merumuskan tuntutan secara 
jelas mengenai apa yang diminta kepada pengadilan. Akan tetapi ketika perkara diputus, 
hakim memberikan sesuatu yang tidak dimohonkan oleh penggugat berupa objek atau hak 
yang yang tidak diminta dalam gugatan. Terhadap kasus tersebut Hakim Mahkamah Agung 
menganggap adanya ultra petita yang terkandung. Hakim Mahkamah Agung menganggap 
putusan pengadilan sebelumnya selayak dibatalkan pada pengadilan tingkat kasasi karena 
dinilai dapat menimbulkan penyimpangan terhadap asas kepastian hukum.   

Tulisan ini berbeda dengan Jurnal ”Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan 
Putusan Ultra Petita dalamSengketa Pengadilan Pajak (Analisis Putusan 
NomorPut005497.99/2023/Pp/M.Iiia Tanggal 7 November 2024)” oleh Sigit Wijanarko 
Universitas Narotama, Indonesiayang dimuat dalam Jurnal ImpresiIndonesia(JII)Vol. 4, No. 
9, September2025 dimana kasusnya adalah Perusahaan Konstruksi, sengketa Adalah Pajak 
Penghasilan dan Pajak Peretambahan Nilai dengan menggunakan pendekatan Analisis  
data  menggunakan content  analysis dengan model aplikasi hukum IREAC (Issues, Rules, 
Evidence, Application, Conclusion) yang dikembangkan oleh Agus dan Harahap (2018). 
Sedangkan Jurnal ini menggunakan kasus Perusahaan Pertambangan dan sengketa 
Adalah Pajak Bumi dan Bangunan.  
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Tulisan ini juga berbeda dengan tulisanOleh Dudi Wahyudi Hakim pengadilan pajak 
di dandapala digital tanggal5 November 2025 yang berjudulUpaya Hukum diPengadilan 
Pajak: Antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum Formal Dimana di sebutkan 
sebagai berikut: “Kewenangan hakim yang bersifat Ultra Petita. Berbeda dengan hukum 
acara perdata atau tata usaha negara pada umunya, Pasal 84 UU Pendadilan Pajak 
memberikan kewenangan kepada Hakim untuk menambah pajak yang harus dibayar. 
Analisa ini berbeda yaitu kewenangan Hakim pengadilan pajak tetap harus dibatasi sesuai 
beberapa asas Non-Ultra Petita seperti Ne Eat Judex Ultra Petita Patium, Lijdelijkheid van 
de Rechter, Kepastian hukum, Imparsialitas hakim, Perlindungan jak dan kepentingan para 
pihak, Audi Et alteram Partem, Due Proses of Law dan Ius Curia Novit. 

Asas kepastian hukum (legal certainty) merupakan asas utama peradilan yang 
menjadi jaminan agar hukum dapat berjalan, dapat diukur, dapat diperkirakan, dan tidak 
sewenang-wenang (Radbruch, 1950). Asas ini dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan Van 
Apeldoorn (2006) agar hukum memiliki tujuan, yaitu untuk mencapai kepastian hukum, 
keadilan, bermanfaat, dan hukum dapat ditentukan sebelum perkara dimulai serta warga 
negara mendapat perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Sudikno Mertokusumo 
mengatakan asas kepastian hukum merupakan jaminan bagi warga negara bahwa hukum 
pasti dijalankan, hak diakui dan dapat diperoleh, serta putusan hukum harus dilaksanakan. 
Jadi kepastian hukum bukan hanya berupa hukum tertulis tetapi merupakan suatu kejelasan 
norma yang dijalankan dengan konsisten dan efektif oleh penegak hukum. 

Menurut Joseph Raz, kepastian hukum yang berjalan dengan baik dapat 
membimbing perilaku subjek hukum. Menurut Van Apeldoorn kepastian hukum dibagi 
menjadi dua, yaitu aspek penentukan hukum dimana warga negara dapat mengetahui 
hukum yang berlaku atas kasusnya. Selanjutnya aspek keamanan hukum yang melindungi 
warga negara dari praktik kesewenang-wenangan hakim. Di Indonesia kepastian hukum 
dimulai dari tahap Konstitusi Indonesia yang menjamin menjamin hak setiap orang atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 
sama di hadapan hukum.  

Selanjutnya dalam Pasal 5 huruf g UU 13/2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan yang menegaskan pada tahap pembuatan, peraturan perundang-undangan 
dibuat dengan standar teknis yang baku agar mudah dimengerti dan tidak menimbulkan 
interpretasi yang ambigu ketika dilaksanakan. Indonesia juga menerapkan pengujian norma 
oleh Mahkamah Konstitusi untuk pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, dan 
pengujian norma oleh Mahkamah Agung untuk pengujian peraturan perundang-undangan. 
Meskipun asas kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam sistem peradilan namun 
tidak menutup koreksi sebagai upaya hukum luar biasa. Seperti halnya upaya hukum 
Peninjauan Kembali yang dapat diajukan apabila terdapat novum atau bukti baru yang dapat 
mengubah fakta persidangan yang sebelumnya sudah diputus hakim. 

Gugatan dalam hukum acara perdata terbagi menjadi dua bagian utama yaitu posita 
dan petitum (Mertokusumo, 2019). Posita adalah uraian fakta dan dasar hukum yang 
menjelaskan alasan mengapa suatu gugatan diajukan. Petitum adalah tuntutan konkret 
yang dimohonkan oleh penggugat kepada hakim untuk diputuskan dalam putusan 
pengadilan. Petitum yang diajukan harus didasarkan pada fakta dan argumentasi hukum 
yang telah diuraikan dalam posita. Apabila petitum tidak didukung oleh posita yang jelas 
maka gugatan dianggap kabur dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. 

Dalam lingkungan peradilan, petitum dibagi menjadi petitum primer berupa tuntutan 
utama yang dimohonkan oleh penggugat kepada hakim yang secara langsung berkaitan 
dengan objek sengketa. Petitum subsidair berupa tuntutan alternatif apabila petitum primer 
tidak dapat dikabulkan. Petitum alternatif berupa pilihan bagi hakim untuk menentukan salah 
satu dari beberapa kemungkinan putusan yang penggugat ajukan. 

Putusan hakim dalam hukum acara perdata, jika putusan hakim tersebut dibuat 
melebihi tuntutan yang dimohonkan oleh para pihak dalam petitum gugatan maka putusan 
tersebut adalah ultra petita. Dan menjadi extra petita jika hakim memutus perkara yang 



53  Manik, et.al 

 

Kepastian Hukum Dan, hal 50-65 

Collegium Studiosum Journal Vol. IX, No. 1, Juni 2026 
e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 

http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj 

  

sama sekali tidak diminta oleh para pihak dalam gugatan. Jadi extra petita dianggap lebih 
jauh melampaui batas kewenangan hakim dibandingkan ultra petita. Putusan yang 
mengandung extra petita dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar hukum acara 
perdata. Infra petita terjadi jika hakim tidak memutus seluruh tuntutan yang dimohonkan oleh 
para pihak dalam petitum gugatan. Infra petita dianggap sebagai bentuk kekeliruan dalam 
putusan pengadilan karena hakim seharusnya memberikan penilaian terhadap seluruh 
tuntutan yang diajukan dalam gugatan. 

Hakim dalam hukum acara perdata di Indonesia merupakan pihak yang bersifat pasif 
dalam proses peradilan. Prinsip ini dikenal dengan lijdelijkheid van de rechter, asas ini 
menyatakan pada saat memeriksa dan memutus perkara hakim hanya melakukannya 
berdasarkan hal yang para pihak diajukan. Jadi hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atas 
perkara yang tidak dituntut sesuai dengan prinsip ini, sehingga hakim tidak memberikan 
lebih dari yang diminta dalam petitum sesuai dengan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 
ayat (3) RBg. Oleh karena itu, penggunaan ultra petita menjadi dilarang dalam peradilan di 
Indonesia 

Namun dalam beberapa penelitian mengatakan penggunaan ultra petita dapat 
dibenarkan jika demi keadilan substantif yang dapat dipertanggung jawabkan secara filosofis 
dan jika terdapat kekaburan norma atau kekosongan hukum (Rubaie et al., 2014). Secara 
normatif (das sollen), hukum acara pada prinsipnya membatasi hakim untuk memutus 
perkara hanya dalam ruang lingkup permohonan para pihak. Namun praktik (das sein) 
dalam penelitian tersebut,  Mahkamah Konstitusi dalam kondisi tertentu tetap menjatuhkan 
putusan ultra petita ketika diperlukan untuk menegakkan keadilan substantif. Kondisi ini 
terjadi khususnya apabila terjadi kekaburan norma (vague norm) atau kekosongan hukum 
(rechtsvacuum) yang menuntut penafsiran dan penemuan hukum oleh hakim.  

Penelitian lain menjelaskan pelaksanaan ultra petita dapat dilakukan selama di 
dalam batasan posita dan terdapat persoalan yang menimbulkan perbedaan pemikiran para 
hakim sehingga harus dipertimbangkan petitum dan posita para pihak dengan maksud 
kepastian hukum (Musfa & Syaufi, 2024). Secara normatif (das sollen), asas ultra petita 
dilarang digunakan dalam hukum acara perdata, dalam hal hakim menjatuhkan putusan 
yang melebihi tuntutan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan 
Pasal 189 ayat (3) RBg. Namun dalam penelitian ini, praktik peradilan (das sein) 
menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu hakim tetap dapat menjatuhkan putusan ultra 
petita sepanjang masih berada dalam kerangka posita. Hal ini dapat dilakukan dengan tetap 
mempertimbangkan petitum para pihak serta melakukan interpretasi hukum untuk 
menyeimbangkan antara nilai keadilan, nilai manfaat, dan prinsip kepastian hukum dalam 
membuat putusan. 

Dalam penelitian yang dilakukan terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dan 
hubungannya dalam Pengujian Undang-Undang, ultra petita boleh digunakan untuk 
penegakan hukum progresif dalam menciptakan keadilan substantif, serta dengan tujuan 
akhir nilai keadilan, nilai manfaat dan demi kebahagiaan manusia (Simamora & Ravizki, 
2024). Dalam penelitian ini secara normatif (das sollen), kewenangan Mahkamah Konstitusi 
dalam pengujian undang-undang pada dasarnya dibatasi oleh permohonan yang diajukan 
para pihak. Namun dalam praktiknya (das sein) Mahkamah Konstitusi dalam beberapa 
putusan menggunakan ultra petita ketika norma yang diuji memiliki keterkaitan atau 
menimbulkan implikasi terhadap norma lain yang tidak dimohonkan secara eksplisit, 
sehingga perlu diputus untuk menjaga konsistensi sistem hukum dan menjamin terwujudnya 
keadilan substantif. 

Larangan penggunaan ultra petita pada dasarnya berkaitan dengan prinsip kepastian 
hukum dalam proses peradilan. Apabila hakim memutus perkara di luar tuntutan yang 
diajukan maka batas sengketa menjadi tidak jelas dan dapat menimbulkan ketidakpastian 
hukum bagi para pihak. Namun untuk mencapai keadilan substantif terdapat beberapa 
kondisi dimana putusan yang ultra petita dapat dibenarkan. Kondisi penggunaan ultra petita 
dapat dibenarkan apabila secara normatif sudah diatur, masih berada dalam ruang lingkup 
perkara, tidak melampaui kewenangan hakim, dan tidak menghilangkan hak para pihak 
untuk membela diri.  
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Dalam hukum acara peradilan pidana ultra petita tidak disebutkan secara eksplisit, 
tetapi dalam praktiknya hakim pengadilan pidana boleh menjatuhkan pidana lebih berat 
daripada tuntutan jaksa. Batas ultra petita dalam hal ini bukanlah petitum, tetapi berupa 
surat dakwaan dan ancaman pidana yang sudah diatur dalam undang-undang. Hakim 
pengadilan pidana dapat menentukan putusan selama masih berada dalam batasan pasal 
yang didakwakan, tindak pidana yang terbukti dalam fakta persidangan, tidak melebihi 
maksimum ancaman pidana dalam undang-undang, dan tidak menjatuhkan pidana atas 
perbuatan yang tidak didakwakan.  

Misalkan jaksa menuntut 5 tahun, tetapi pasal yang terbukti ancaman maksimalnya 
10 tahun, dan hakim dapat menjatuhkan 7 tahun. Meskipun disebut melampaui tuntutan 
jaksa, tetapi bukan berarti ultra petita karena dalam hukum pidana tuntutan jaksa tidak 
mutlak bagi hakim. Sedangkan yang menjadi acuan hakim adalah musyawarah hakim untuk 
mengambil putusan didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti 
dalam pemeriksaan sidang. Dalam hal ini hakim tidak boleh menghukum terdakwa atas 
tindak pidana yang tidak didakwakan, misalnya terdakwa penggelapan, tetapi karena bukti 
hakim menyatakan terdakwa penipuan yang tidak masuk dakwaan. 

Dalam hukum acara peradilan perdata ultra petita pada prinsipnya dilarang untuk 
digunakan namun hakim dapat menggunakan ex aequo et bono. Ex aequo et bono artinya 
"berdasarkan apa yang adil dan baik" diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penggunaan asas ini bukan 
atas kehendak hakim namun diajukan oleh penggugat dalam petitum, dimana petitum 
primairm ditulis dengan tuntutan utama dan petitum subsidair ditulis dengan “apabila Majelis 
Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ex aequo et 
bono.”. Tanpa adanya petitum ex aequo et bono hakim pengadilan perdata tidak boleh 
membuat putusan melebihi petitum. Penggunaan ex aequo et bono oleh hakim juga memiliki 
batasan yaitu tidak boleh melebihi materi pokok petitum primair, objek sengketa, pokok 
perkara, hak pembelaan pihak lawan, serta harus berdasarkan kelayakan atau kepatutan 
setelah fakta persidangan.  

Jadi hakim boleh menyesuaikan nilai atau bentuk amar namun tidak boleh 
menciptakan objek tuntutan baru. Ex aequo et bono harus diajukan sejak awal pengajuan 
surat gugatan atau permohonan. Apabila Ex aequo et bono diajukan ditengah persidangan 
maka dianggap ultra petita. Misalkan dalam perkara perdata, yang diajukan dalam gugatan 
adalah minta ganti rugi Rp500 juta, namun yang diputus ganti rugi Rp300 juta, hal ini tidak 
ultra petita karena masih dalam objek sengketa yang sama berupa uang. Sedangkan jika 
yang diajukan dalam gugatan adalah minta ganti rugi uang, namun  yang diputus adalah 
penyerahan tanah, ini adalah ultra petita karena tanah bukan merupakan objek sengketa 
yang dari awal persiangan digugat.  

Dalam hukum acara peradilan pajak ultra petita diatur secara khusus dalam Pasal 80 
UU No. 14 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa putusan Pengadilan Pajak dapat berupa 
menolak, mengabulkan sebagian/seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak 
dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis/hitung, dan membatalkan. Hakim pengadilan 
pajak dapat membuat putusan untuk menambah pajak yang harus dibayar. Meskipun secara 
normatif hakim pengadilan pajak diberikan wewenang dalam membuat putusan namun tetap 
memiliki batasan seperti harus berdasarkan koreksi atas objek sengketa pajak yang 
diperiksa, berdasarkan peraturan perpajakan, berdasarkan alat bukti, tidak boleh membuat 
dasar pajak baru yang tidak diperiksa, serta tidak boleh menghilangkan hak wajib pajak 
untuk membantah. Jadi hakim pengadilan pajak memiliki wewenang untuk menambah nilai 
pajak yang harus dibayarkan berdasarkan fakta persidangan, tetapi tidak boleh melebihi 
objek yang disengketakan. Misalkan dalam sengketa pajak yang disengketakan adalah nilai 
pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp500 juta, namun dalam fakta persidangkan 
diketahui nilai pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp700 juta, maka hakim pengadilan 
pajak dapat membuat putusan agar wajib pajak membayar lebih dari tuntutan awal.  

Berdasarkan hukum acara masing-masing peradilan secara konsisten ultra petita 
secara normatif dilarang digunakan untuk menjamin kepastian hukum. Namun demi 
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menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif, penggunaan ultra petita juga diatur 
secara normatif dalam hukum acara masing-masing peradilan agar penggunaannya terbatas 
dan tidak dapat melebihi pokok sengketa atau objek sengketa yang telah diajukan pada 
awal persiangan. Meskipun tujuan ultra petita adalah untuk membatasi kewenangan hakim 
sesuai dengan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg, namun ultra petita dapat 
memberikan dampak u untuk memperoleh kebenaran materil dalam menjaga kepastian 
hukum dan keadilan substantif. Dengan demikian penggunaan ultra petita dapat berlaku 
konsisten dan kepastian hukum tetap terjaga. 

Sengketa pajak bukan sengketa antara dua pihak, tetapi menyangkut kepentingan 
publik karena pajak merupakan sumber penerimaan negara (Soemitro, 2016). Oleh karena 
itu hakim dalam Pengadilan Pajak berperan sebagai bukan hanya sebagai penengah antara 
wajib pajak dan fiskus, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa jumlah 
pajak yang diputuskan benar-benar mencerminkan kewajiban perpajakan yang sebenarnya. 
Dalam lingkungan Pengadilan Pajak juga pernah terjadi putusan pengadilan pajak yang 
Ultra Petita. Salah satu contoh kasus dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Pajak dengan 
nomor putusan PUT-003069.18/2018/PP/M.IVB Tahun 2019 dengan sengketa Pajak Bumi 
dan Bangunan (yang selanjutnya disebut PBB).  

Dalam perkara tersebut pokok sengketa adalah penetapan Nilai Jual Objek Pajak 
(yang selanjutnya disebut NJOP) atas objek pertambangan. Fiskus (Terbanding) 
menetapkan total NJOP dengan nilai Rp2.536.800.000.000, sedangkan menurut wajib pajak 
(Pemohon Banding) NJOP yang seharusnya digunakan adalah dengan nilai 
Rp1.437.519.578.207 yang menimbulkan selisih sengketa dengan nilai 
Rp1.099.280.421.793. 

Sengketa ini pada awalnya berawal dari keberatan Pemohon Banding terhadap 
komponen dasar perhitungan pendapatan kotor dalam penetapan PBB. Atas keberatan 
tersebut kepada Pengadilan Pajak diajukan banding oleh Pemohon Banding. Terbanding 
dalam proses banding, pada awalnya  mempertahankan perhitungan yang dicantumkan 
pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (yang selanjutnya disebut SPPT). Namun pada 
saat menerbitkan keputusan keberatan, terbanding justru menerima sebagian keberatan 
wajib pajak terkait harga jual produksi galian tambang tetapi juga menambahkan koreksi 
baru terhadap biaya produksi tambang yang sebelumnya tidak ada dan tidak pernah 
menjadi objek keberatan (Resmi, 2020). Koreksi tambahan tersebut menyebabkan nilai 
NJOP meningkat dan berakibat pada meningkatnya jumlah pajak yang terutang. 

Tindakan Terbanding tersebut dipermasalahkan oleh Pemohon Banding karena 
dianggap melampaui materi sengketa yang diajukan dalam keberatan. Menurut Pemohon 
Banding, penambahan koreksi biaya produksi tambang yang tidak pernah disengketakan 
sebelumnya merupakan bentuk ultra petita karena keputusan keberatan memuat materi 
baru di luar permohonan keberatan yang diajukan. Dalam pemeriksaan di Pengadilan Pajak, 
majelis hakim menilai bahwa tindakan terbanding menambahkan koreksi baru dalam 
keputusan keberatan tidak sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa pajak. Karena 
apabila Terbanding menemukan kekurangan pajak baru, seharusnya hal tersebut dilakukan 
melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak, bukan melalui keputusan keberatan. Oleh karena 
itu majelis hakim terhadap permohonan Pemohon Banding akhirnya mengabulkan seluruh 
dan menetapkan NJOP sesuai dengan perhitungan yang diajukan oleh Pemohon Banding. 

Dampak dari gugatan Terbanding dalam kasus tersebut menimbulkan akibat hukum 
berupa ultra petita. Hal ini berimplikasi pada putusan hakim karena majelis hakim menilai 
bahwa tindakan terbanding menambahkan koreksi baru dalam keputusan keberatan tidak 
sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa pajak dan memutuskan mengabulkan 
permohonan Pemohon Banding. Akibat hukum merupakan dampak langsung dari suatu 
perbuatan hukum, sedangkan implikasi hukum merupakan akibat dari dari akibat hukum 
atau dampak lanjutan yang berpengaruh pada seluruh konsistensi sistem hukum.  

Untuk melihat dari sudut pandang ilmu hukum terhadap kasus yang Ultra Petita 
dalam Pengadilan Pajak, maka perlu dilakukan kajian untuk mengetahui : (1) Apakah dasar 
hukum Ultra Petita yang dilakukan Terbanding dalam Pengadilan Pajak sehingga dapat 
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dibenarkan secara hukum? Dan (2) Bagaimana implikasi hukum dan asas kepastian hukum 
jika Ultra Petita dilakukan di Pengadilan Pajak. 

 
II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan fokus menganalisis 
norma-norma hukum tertulis untuk menilai apakah suatu tindakan hukum sudah sesuai atau 
malahan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. penyelesaian masalah 
dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory 
approach) dan  pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami norma 
hukum positif yang berlaku saat ini dengan menganalisis pemikiran para ahli dan serta 
doktrin hukum dalam memahami dan menginterpretasikan aturan tersebut. Sumber Data 
berasal dari Bahan Hukum Primer seperti Peraturan Perundang Undangan, Bahan Hukum 
Sekunder berupa Buku Teori, Jurnal Ilmiah, Artikel Ilmiah, Serta Bahan Hukum Tersier 
berupa Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, dan Thesaurus. Data dikumpulkan dan 
disusun secara sistematis dengan metode Studi Pustaka (Library Research). Data yang 
sudah siap kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu:  mengkaji data 
yang berbentuk naratif, normatif, atau tekstual untuk memaparkan, menjelaskan, dan 
mengevaluasi fenomena hukum berdasarkan ketentuan normatif yang tertulis. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Hukum Terhadap Ultra Petita Yang Dilakukan Dalam Pengadilan Pajak 
Pembentukan Pengadilan Pajak didasarkan oleh UU No 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak. Berdasarkan wilayah kekuasaan Kehakiman, keberadaan Pengadilan 
Pajak adalah dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dan merupakan 
Lembaga Peradilan Khusus Sengketa pajak terjadi ketika fiskus menemukan pelanggaran 
atau kelalaian wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Soemitro, 2016). 
Ketika ditemukan pelanggaran atau kelalaian maka baik fiskus maupun wajib pajak harus 
dapat membuktikannya. Implikasi dari pelanggaran atau kelalaian tersebut maka wajib pajak 
dapat dikenakan denda sebagai sanksi, hal ini karena lingkungan perpajakan merupakan 
lingkungan administratif. 

Secara normatif ultra petita dilarang digunakan menurut Pasal 178 ayat (3) HIR dan 
Pasal 189 ayat (3) RBg, hal ini juga sejalan secara filosofis. Sudikno Mertokusumo (2019) 
mengatakan larangan ultra petita berkaitan erat dengan prinsip bahwa hakim hanya boleh 
mengadili perkara yang diajukan kepadanya dan tidak boleh memberikan lebih dari yang 
diminta oleh penggugat. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan menafsirkan hukum, 
tetapi tidak diperkenankan menciptakan objek sengketa baru yang tidak pernah dimohonkan 
oleh pihak manapun. Dalam pandangan ini, ultra petita dianggap sebagai pelanggaran 
terhadap asas hukum acara perdata karena hakim telah melampaui batas kewenangannya 
sebagai pihak yang hanya memutus berdasarkan tuntutan yang diajukan dalam gugatan 
(Subekti, 2015). 

Pendapat yang sama olah Yahya Harahap (2017), juga dinyatakan bahwa petitum 
dalam gugatan berfungsi sebagai batas ruang lingkup putusan hakim.  Menurutnya, hakim 
tidak boleh menjatuhkan putusan yang melampaui atau berada di luar petitum karena hal 
tersebut bertentangan dengan prinsip ne eat judex ultra petita partium, yaitu asas yang 
melarang hakim memutus melebihi tuntutan para pihak. Tujuan asas ini adalah untuk 
menjaga kepastian hukum, kemudian menjamin para pihak bahwa telah mengetahui dengan 
jelas batas sengketa yang diperiksa oleh pengadilan. Apabila hakim memberikan putusan 
yang melampaui petitum, maka para pihak dapat dirugikan karena harus menanggung 
implikasi hukum atas sesuatu yang tidak pernah mereka mohonkan atau perdebatkan dalam 
persidangan. 

Subekti (2015) juga menjelaskan bahwa fungsi utama dari petitum adalah untuk 
menentukan secara jelas apa yang diminta oleh penggugat kepada pengadilan. Oleh karena 
itu hakim harus berpegang pada petitum tersebut ketika menjatuhkan putusan. Menurut 
Subekti (2015), apabila hakim memberikan putusan yang lebih dari gugatan yang 
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dimohonkan, maka terhadap putusan tersebut dianggap telah cacat dan tidak sesuai 
dengan ruang lingkup sengketa yang diajukan. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip 
keadilan fairness dalam proses peradilan, dimana kesempatan yang sama harus diberikan 
kepada para pihak untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara terhadap setiap 
tuntutan yang diajukan. 

Namun, untuk mencapai keadilan substantif, Sudikno Mertokusumo menyatakan 
bahwa dalam beberapa keadaan, hakim dapat memberikan putusan yang secara substansi 
lebih luas dari petitum sepanjang masih berkaitan dengan pokok sengketa yang diperiksa. 
Hal ini biasanya terjadi apabila tuntutan yang diajukan oleh para pihak tidak sepenuhnya 
mencerminkan persoalan hukum yang sebenarnya. Dalam sengketa pajak, doktrin ultra 
petita mengalami perkembangan yang berbeda dibandingkan dengan hukum acara perdata 
pada umumnya Contoh kasus Ultra petita lainnya adalah adanya ”sengketa baru” mengenai 
penanda tanganan Surat Banding dimana Pihak pemohon Banding dan pihak terbanding 
tidak mempersengketakan  mengenai  tanda tangan cap atau tanda tangan basah namun 
Pengadilan Pajak tidak dapat menerima permohonan Banding PT X atau Niet Onvankelijk 
Verklaard (”NO) (lihat  Putusan no 65491/PP/M.XVIIIB/27/2015 tertanggal 15 November 
2015 sampai dengan Putusan no 65511/PP/M.XVIIIB/27/2015 tertanggal 5 November 
2015). Namun akhirnya Putusan Mahkamah Agung memutuskan bahwa permohonan 
banding pemohon Banding sudah benar.   

Penyelesaian sengketa pajak dalam sistem hukum Indonesia, dilakukan 
menggunakan mekanisme administratif dan yudisial yang dimulai dari pengajuan keberatan 
kepada Direktur Jenderal Pajak (yang selanjutnya disebut DJP). Kemudian atas terhadap 
ketetapan fiskus, wajib pajak kepada Pengadilan Pajak dapat mengajukan banding (2019). 
Selanjutnya Pengadilan Pajak melakukan pemeriksaan dan menerbitkan putusan terhadap 
sengketa pajak secara independen. Peran Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan 
khusus adalah menggunakan kewenangannya untuk memastikan penetapan pengenaan 
pajak sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Gunadi, 2017).  

Berdasarkan Pasal 80 UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Hakim 
Pengadilan Pajak dapat membuat ragam putusan seperti menolak, mengabulkan sebagian 
atau seluruhnya, menambah Pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan 
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, atau membatalkan Ketentuan ini menunjukkan 
bahwa hakim tidak sepenuhnya terikat pada batas petitum seperti dalam perkara perdata. 
Hakim Pengadilan Pajak memiliki dapat menentukan jumlah pajak benar sesuai 
wewenangnya, berdasarkan penungkapan fakta dan alat bukti yang digunakan di 
persidangan. Dalam kondisi tertentu hakim dapat menjatuhkan putusan yang melampaui 
yang diminta oleh para pihak dalam permohonan banding (Gunadi, 2017). 

Pengaturan ini perlu dilakukan melalui Undang-Undang, karena berbeda dengan 
hukum acara pada perdata atau TUN yang melarang ultra petita.  Sehingga Pengadilan 
Pajak memiliki kewenangan khusus untuk memutuskan melebihi apa yang diminta. Implikasi 
adanya peraturan ini putusan dalam Pengadilan Pajak dapat menuntut wajib pajak untuk 
membayar besaran pajak sesuai jumlah yang telah diputuskan. Dampak dari putusan ini 
dapat menjadikan pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih besar atau lebih kecil dari 
jumlah pajak yang ditetapkan dalam surat keberatan atau banding. Demi terlaksananya 
keadilan fiskal, meski melebihi apa yang diminta, hakim tetap dapat membuat keputusan 
sesuai dengan wewenang yang dimiliki. 

Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (yang selanjutnya disebut UU KUP). 
Dalam undang-undang ini pada Pasal 26 Ayat 3 UU No. 6 Tahun 1983, serta dalam 
perubahan terakhir UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (yang 
selanjutnya disebut UU HPP), lebih menegaskan bahwa keputusan Pengadilan Pajak dapat 
berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak. Hasil putusan ini dapat 
menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar, hal ini merupakan penegasan UU KUP 
yang menekankan bahwa sengketa pajak bukan sengketa antara dua pihak, tetapi 
merupakan kewajiban kenegaraan sehingga jumlahnya harus sesuai dengan fakta yang 
sebenarnya. Karena itu penyelesaian sengketa pajak mengandung unsur pencarian 
kebenaran materiil mengenai kewajiban perpajakan yang sebenarnya (Gunadi, 2017). 
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Hakim Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk menilai kembali seluruh dasar 
perhitungan pajak yang disengketakan. Jika terdapat temuan yang masih harus dibayarkan 
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat menambah jumlah pajak harus 
dibayar.  

Meskipun penerapan ultra petita dalam pengadilan pajak bertentangan dengan 
doktrin hukum umum, akan tetapi perlu tetap dilakukan demi memenuhi pinsip Keadilan 
Distributif dimana negara menerima haknya secara penuh dengan tidak kurang dan tidak 
lebih (Radbruch, 1950). Karena itu kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan yang 
melebihi tuntutan para pihak tidak dapat diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. 
Penerapan ultra petita dalam pengadilan pajak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar 
dalam hukum acara, seperti prinsip kepastian hukum, perlindungan hak wajib pajak, dan 
batasan objek sengketa yang diperiksa (Musfa & Syaufi, 2024). Objek sengketa dalam 
perkara pajak pada dasarnya adalah materi yang telah dipersoalkan dalam tahap keberatan 
dan kemudian diajukan dalam permohonan banding ke Pengadilan Pajak. Karena itu ruang 
lingkup pemeriksaan hakim seharusnya tetap berada dalam batas objek sengketa tersebut. 

Pasal 16 UU KUP menjelaskan bahwa ultra petita dalam Pengadilan Pajak dapat 
dilakukan atas kesalahan yang jelas dan bukan sengketa material, seperti kesalahan tulis 
pada nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (yang selanjutnya disebut NPWP), nomor 
Surat Ketetapan Pajak (yang selanjutnya disebut SKP), masa/tahun pajak. Ketentuan ini 
juga berlaku jika terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungan seperti ditemukan 
perbedaan dalam penjumlahan atau pengurangan, serta dalam perkalian dan pembagian. 
Ketentuan ini juga berlaku apabila terjadi kekeliruan dalam menerapkan peraturan 
seperti salah penetapan tarif, salah menerapkan persentase Norma Penghitungan, salah 
menetapkan sanksi, atau penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (yang selanjutnya 
disebut PTKP). 

Kasus Pengadilan Pajak dengan nomor putusan PUT-003069.18/2018/PP/M.IVB 
Tahun 2019, awalnya DJP (Terbanding) menerbitkan SPPT PBB dengan NJOP lebih besar 
dari nilai yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (yang 
selanjutnya disebut SPOP). Bahwa NJOP dihitung berdasarkan pendapatan kotor dan 
dengan mengurangkan terhadap biaya untuk produksi dalam kegiatan galian pertambangan 
selama setahun, hasil pengurangan ini dikalikan dengan angka yang dikapitalisasikan. 
Dalam hal ini Pemohon Banding tidak setuju atas hasil perhitungan tersebut, maka 
selanjutnya mengajukan keberatan atas komponen dasar perhitungan pendapatan kotor. 
Dalam proses keberatan di Kantor wilayah Direktorat Pajak, Penelaah keberatan 
mengirimkan hasil penelitian atas keberatan dengan tetap mempertahankan perhitungan 
SPPT tanpa adanya koreksi tambahan. Sampai dengan tahap ini kedua belah pihak sudah 
sesuai dengan pendirian masing-masing. 

Permasalahan muncul dalam tahap keputusan keberatan di Kantor wilayah 
Direktorat Pajak, hal ini terjadi karena Penelaah keberatan menambahkan koreksi baru pada 
biaya produksi sehingga NJOP menjadi lebih besar dimana sebelumnya biaya produksi tidak 
pernah disengketakan dalam keberatan. Padahal Penelaah Keberatan menyatakan juga 
menerima keberatan wajib pajak atas harga jual produksi pada saat yang sama. Koreksi 
tersebut merupakan materi baru yang muncul pada tahap keputusan keberatan dan 
kemudian dipertahankan dalam proses banding di Pengadilan Pajak. Penambahan materi 
baru tersebut tentunya dipermasalahkan oleh pemohon banding karena dianggap 
melampaui objek sengketa yang diajukan dalam keberatan. 

Majelis Hakim melihat Terbanding meminta hakim untuk memutus hal yang tidak 
dimohonkan dalam keberatan sehingga dianggap membuat koreksi baru di luar materi 
sengketa. Majelis hakim menilai bahwa tindakan terbanding menambahkan koreksi baru 
dalam keputusan keberatan tidak sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa pajak. 
Karena seharusnya apabila Terbanding menemukan kekurangan pajak yang baru 
berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan, maka tindakan yang mestinya dilakukan 
adalah dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang baru. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan yang telah berlaku. 
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Majelis Hakim menyatakan Terbanding telah menerima keberatan wajib pajak 
tentang harga jual produksi tetapi menambahkan koreksi biaya produks tambang yang tidak 
disengketakan. Sehingga koreksi baru tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam keputusan 
keberatan. Akhirnya Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan seluruh banding wajib 
pajak yaitu NJOP yang disetujui pemohon banding. Ultra Petita pada kasus Putusan 
Pengadilan Pajak No. PUT-003069.18/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, berada pada 
Terbanding menambahkan koreksi baru dalam keputusan keberatan. 

Meskipun undang-undang membenarkan hakim untuk menerapkan Ultra Petita 
dalam pengadilan pajak, namun dalam kasus ini hakim tidak menggunakan wewenangnya 
dikarenakan kekeliruan bukan berada pada materi permohonan keberatan, tetapi pada 
prosedur Terbanding dalam menambahkan memuat koreksi baru dalam keputusan 
keberatan (Musfa & Syaufi, 2024). Sehingga kekeliruan yang terjadi bukan seperti yang 
tercantum dalam Pasal 16 UU KUP yaitu berupa kesalahan dalam perhitungan 
seperti adanya perbedaan jumlah atau pengurang, serta besaran pengkali atau pembagi. 
Serta dalam hal kekeliruan penerapan peraturanan seperti salah penentuan tarif, salah 
dalam menerapkan persentase Norma Penghitungan, penetapan sanksi, atau penentuan 
PTKP. Oleh karena itu penerapan ultra petita tidak dianggap tepat dalam kasus ini karena 
dapat mengabaikan prinsip kepastian hukum serta hak wajib pajak untuk mengetahui secara 
jelas objek sengketa yang diperiksa dalam proses peradilan (Harahap, 2017). 

Dari hasil analisis terhadap ultra petita yang dilakukan dalam pengadilan pajak, 
bahwa dapat dipahami penggunaan kewenangan ultra petita tidak selalu harus digunakan 
oleh hakim dalam setiap perkara dalam Pengadilan Pajak. Penerapan ultra petita harus 
mempertimbangkan apakah persoalan yang terjadi berkaitan dengan substansi kewajiban 
pajak atau merupakan kesalahan prosedural. Dalam praktik peradilan pajak, agar tidak 
menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak wajib pajak, maka kewenangan 
penggunaan ultra petita harus secara hati-hati digunakan, sehingga penggunaannya tetap 
berada dalam batas objek yang disengketakan. Artinya: Kewenangan Ultra petita dibatasi 
oleh Pasal 16 UU KUP yaitu terbatas atas kesalahan yang jelas dan bukan sengketa 
material, seperti kesalahan tulis pada nama, alamat, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (yang 
selanjutnya disebut NPWP), dan nomor Surat Ketetapan Pajak (yang selanjutnya disebut 
SKP), juga masa/tahun pajak. Selain itu juga berlaku pada kesalahan perhitungan 
seperti cara menjumlahkan, cara mengurangkan, cara mengkali, dan membagi. Serta keliru 
dalam menerapkan aturan seperti salah dalam menetapkan tarif, salah menetapkan Norma 
Penghitungan, salah menetapkan sanksi, atau salah menetapkan PTKP. 

Melakukan penilaian terhadap penggunaan ultra petita dalam pengadilan pajak juga 
dapat dilihat berdasarkan asas hukum yang berlaku. Misalkan, larangan dalam Pasal 178 
ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg yang tidak membolehkan untuk dibuatnya sebuah 
putusan pengadilan pajak melebihi petitum gugatan yang diajukan setiap pihak oleh hakim  

(HIR, 1941; RBg, 1927). Larangan tersebut didasari oleh prinsip-prinsip dalam hukum acara 
perdata untuk menjaga batas kewenangan memeriksa dan memutus suatu perkara. 
Kedudukan hakim didalam hukum acara perdata tidak bertindak aktif mencari objek 
sengketa. Sesuai dengan asas Hakim Bersifat Pasif (Lijdelijkheid van de Rechter), Hakim 
pada prinsipnya hanya memeriksa dan memutus perkara berdasarkan apa yang diajukan 
oleh para pihak (Mertokusumo, 2019). Jadi Hakim tidak boleh memperluas objek sengketa 
di luar tuntutan yang diajukan dalam gugatan.  

Selanjutnya berdasarkan asas Ne Eat Judex Ultra Petita Partium artinya hakim 
memutus tidak dapat melebihi yang tuntut masing-masing pihak. Asas ini memaksdkan agar 
putusan hanya bisa dilakukan jika berada dalam batas tuntutan yang diajukan dalam 
gugatan (Harahap, 2017). Oleh karena itu ruang lingkup putusan hakim harus tetap berada 
dalam batas tuntutan yang dimohonkan oleh para pihak dalam gugatan. Dengan demikian, 
terhadap apa yang diminta oleh masing-masing pihak hakim tidak dapat membuat putusan 
melebihi yang dipintakan. Jika dilakukan maka hal tersebut telah melampaui batas 
kewenangan hakim dalam proses peradilan. Sesuai dengan asas ini petitum berfungsi 
sebagai batas formal terhadap objek sengketa yang diperiksa oleh pengadilan (Harahap, 
2017). Sehingga setiap putusan hakim harus tetap berada dalam kerangka tuntutan yang 
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dimohonkan oleh para pihak agar tidak melampaui ruang lingkup sengketa yang diajukan ke 
pengadilan. 

Larangan ultra petita juga berkaitan dengan prinsip kepastian hukum (Harahap, 
2017). Dalam prinsip kepastian hukum para pihak harus mengetahui sejak awal apa saja 
yang menjadi objek sengketa dan apa yang dapat diputus oleh hakim. Jika dalam suatu 
sengketa hakim memutus sesuatu yang tidak diminta maka batas sengketa menjadi tidak 
jelas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini dapat merugikan para 
pihak karena mereka dapat dikenakan Implikasi hukum terhadap sesuatu yang sebelumnya 
tidak pernah mereka ajukan atau perdebatkan dalam persidangan. 

Larangan ultra petita berkaitan juga dengan asas Imparsialitas hakim. Asas ini 
menuntut hakim untuk tetap netral, tidak memihak pihak yang bersengketa. Menurut asas ini 
jika hakim memberikan sesuatu yang tidak diminta oleh penggugat maka hakim berpotensi 
dianggap membantu salah satu pihak (Subekti, 2015). Hakim dapat dipandang telah 
melampaui perannya sebagai penilai dan pemutus sengketa berdasarkan pengajuan 
masing-masing pihak. 

Larangan ultra petita berkaitan juga audi et alteram partem. Asas ini menegaskan 
setiap pihak dalam suatu sengketa, kesempatan yang sama harus diberikan dalam proses 
persidangan untuk didengar dan membela kepentingannya (Subekti, 2015). Sehingga 
terhadap sesuatu yang tidak diminta oleh masing-masing pihak, hakim tidak akan membuat 
putusan. Pelanggaran atas asas Due Process of Law dalam proses peradilan dapat terjadi 
jika dalam persidangan terdapat kemungkinan kesempatan untuk memberikan pembelaan 
terhadap suatu materi yang disangkakan tidak pernah diberikan kepada salah satu pihak 

(Radbruch, 1950). 
Larangan ultra petita berkaitan dengan asas due process of law.  yaitu keputusan 

hukum hanya dapat diambil melalui proses yang dianggap sah dalam peradilan. Maksud 
asas ini untuk membuka kesempatan yang adil dalam membela kepentingan masing-masing 
pihak. Perluasan mendadak objek sengketa di luar materi yang diajukan dalam keberatan 
dapat mengganggu proses pemeriksaan yang seharusnya dilakukan secara bertahap 
menurut mekanisme peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Meskipun pada prinsipnya Ultra Petita dilarang diterapkan dalam pengadilan hukum 
perdata, tetapi dalam beberapa kasus dapat dibenarkan jika larangan penggunaan ultra 
petita malah menghambat tercapainya keadilan substantif (Rubaie et al., 2014). Asas 
Keadilan Substantif menekankan bahwa tujuan utama dari proses peradilan bukan semata-
mata mengikuti prosedur secara formal, tetapi juga memastikan bahwa keadilan yang 
sebenarnya dapat dicerminkan dalam putusan yang dihasilkan (Radbruch, 1950). Jadi 
hakim dapat membuat putusan yang dianggap melampaui tuntutan jika diperlukan untuk 
mencapai keadilan yang sebenarnya sesuai dengan Asas Keadilan Substantif. Hal ini 
biasanya terjadi ketika tuntutan para pihak tidak mencerminkan keseluruhan persoalan 
hukum yang terjadi.  

Hakim dianggap mengetahui hukum (asas Ius Curia Novit), asas ini menganggap. 
Hakim pada dasarnya tidak terikat sepenuhnya pada argumentasi hukum para pihak serta 
memiliki wewenang dalam menerapkan norma hukum yang dianggap tepat (Mertokusumo, 
2014). Dalam hal ini putusan hakim dapat berbeda atau lebih luas dari yang diminta dalam 
petitum. Hakim dapat memberikan putusan yang berbeda dari argumentasi hukum yang 
diajukan sepanjang putusan tersebut masih berkaitan dengan pokok sengketa yang 
diperiksa dalam persidangan. 

Asas Perlindungan Hak dan Kepentingan para pihak. Tujuan utama proses peradilan 
adalah memberikan perlindungan terhadap hak hukum setiap pihak yang bersengketa 
(Subekti, 2015).  Dalam kondisi tertentu Hakim dapat memberikan putusan yang melampaui 
petitum terutama jika tanpa putusan tersebut sengketa tidak dapat diselesaikan secara 
efektif. Tanpa putusan yang lebih luas mungkin sengketa yang sama dapat muncul kembali 
dalam perkara baru sehingga menghambat tercapainya kepastian hukum bagi para pihak. 

Sistem peradilan Indonesia menerapkan asas peradilan dengan prinsip 
kesederhanaan proses peradilan dan kecepatan penyelesian sengketa, serta dengan biaya 



61  Manik, et.al 

 

Kepastian Hukum Dan, hal 50-65 

Collegium Studiosum Journal Vol. IX, No. 1, Juni 2026 
e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 

http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj 

  

ringan. Asas ini bertujuan memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dapat 
dilakukan secara efisien Dalam beberapa keadaan, hakim dapat memutus lebih luas dari 
petitum untuk menghindari sengketa baru yang harus diajukan kembali oleh para pihak 
dengan tujuan untuk mencapai efisiensi dalam penyelesaian perkara. 

Kasus Pengadilan Pajak dengan nomor putusan PUT-003069.18/2018/PP/M.IVB 
Tahun 2019, hakim tidak menggunakan ultra petita bukan karena larangan dalam hukum 
acara perdata, tetapi karena mengetahui secara tepat pokok perkara yang disengketakan. 
Dalam persidangan Pengadilan Pajak Terbanding menambahkan koreksi baru terhadap 
biaya produksi tambang dalam keputusan keberatan, padahal koreksi tersebut sebelumnya 
tidak pernah menjadi bagian dari materi keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding. 
Penambahan koreksi baru tersebut kemudian dipermasalahkan oleh Pemohon Banding 
karena dianggap melampaui objek sengketa yang diajukan dalam keberatan. 

Hakim menilai dalam persidangan tersebut dengan menerapkan asas Lus Curia 
Novit (hakim mengetahui hukum) dimana pada saat terbanding menambahkan koreksi baru 
dalam keputusan keberatan, hakim memandang hal tersebut sebagai kesalahan prosedural 
dan tidak membenarkan tindakan tersebut (Pengadilan Pajak, 2019). Penyelesaian 
sengketa pajak seharusnya dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang 
baru, bukan memasukkan koreksi tersebut ke dalam keputusan keberatan dimana materi 
tersebut tidak pernah menjadi bagian dari sengketa yang diajukan dalam keberatan. 

Hakim menerapkan asas Perlindungan Hak dan Kepentingan Para Pihak, hal ini 
tercermin pada saat terbanding menambahkan koreksi baru dalam keputusan keberatan dan 
hakim tidak membenarkan hal tersebut. Hakim memastikan bahwa sengketa yang diperiksa 
tetap berada dalam batas objek sengketa yang sah. Hal ini penting untuk menjaga 
keseimbangan antara kewenangan Terbanding dalam melakukan koreksi dan hak Pemohon 
Banding untuk memperoleh kepastian hukum dalam proses penyelesaian sengketa. 

Jika hakim mengabulkan permohonan keberatan Terbanding dimana Terbanding 
menambahkan koreksi baru dalam keputusan keberatannya, maka Hakim dapat dianggap 
melanggar prinsip kepastian hukum karena mendadak memperluas objek sengketa di luar 
materi yang seharusya diketahui kedua belah pihak sejak awal. Putusan Hakim juga dapat 
dianggap melanggar asas Imparsialitas Hakim dimana hakim tidak bersikap netral dan 
memihak Terbanding karena seolah-olah memberikan keuntungan kepada terbanding 
dengan membenarkan koreksi baru yang tidak pernah menjadi bagian dari sengketa 
sebelumnya. Hakim juga dapat dianggap melampaui perannya sebagai penilai dan pemutus 
sengketa. Oleh karena itu dalam perkara ini hakim memilih untuk tidak menggunakan 
kewenangan ultra petita dan tetap membatasi putusan pada objek sengketa yang sah 
sebagaimana diajukan dalam proses keberatan dan banding. 

Jadi berdasarkan asas-asas tersebut, ultra petita yang digunakan dalam Pengadilan 
Pajak serta larangan penggunaan ultra petita pada dasarnya bertujuan untuk menjaga 
keseimbangan antara kewenangan hakim dalam menemukan kebenaran hukum dengan 
perlindungan hak para pihak dalam proses peradilan. Dalam Pengadilan Pajak Hakim 
memang memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum melalui asas ius 
curia novit, namun kewenangan tersebut tetap harus dibatasi oleh prinsip kepastian hukum, 
imparsialitas hakim, serta perlindungan terhadap hak para pihak untuk mengetahui dan 
membela diri terhadap objek sengketa yang diperiksa. Dalam kasus Putusan Pengadilan 
Pajak No. PUT-003069.18/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, kewenangan ultra petita tidak dapat 
digunakan untuk membenarkan perluasan objek sengketa yang berasal dari tindakan 
Terbanding yang tidak sesuai prosedur. Dengan demikian penerapan ultra petita sudah 
ditempatkan secara proporsional, yaitu hanya digunakan untuk menemukan kewajiban pajak 
yang sebenarnya berdasarkan fakta persidangan, bukan untuk memperluas materi sengketa 
di luar ruang lingkup yang telah diajukan dalam proses keberatan dan banding. 

 
B. Analisis Implikasi Hukum dan kepastian hukum Jika Ultra Petita Dilaksanakan 

dalam Pengadilan Pajak 
Berdasarkan Pasal 80 UU Pengadilan Pajak No 14 Tahun 2002 serta UU KUP, 

putusan Hakim dapat beragam seperti menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, 
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juga dapat menambah pajak yang harus dibayar, atau tidak dapat diterima, serta 
membetulkan apabila terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan dalam perhitungan, atau 
juga membatalkan sengketa (Gunadi, 2017). Ketentuan ini menunjukkan bahwa 
kewenangan hakim dalam Pengadilan Pajak memiliki karakter yang berbeda dengan 
kewenangan hakim dalam perkara perdata. Hakim dalam hukum acara perdata terikat pada 
petitum yang oleh masing-masing pihak telah ajukan, sehingga tidak dapat memutus 
melebihi tuntutan yang dimohonkan. Namun hakim dalam memiliki kewenangan yang lebih 
luas sengketa pajak, terutama untuk menilai kembali seluruh dasar perhitungan pajak yang 
disengketakan serta dasar peraturan yang berlaku guna menentukan jumlah pajak yang 
sebenarnya terutang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.  

 Pasal 16 UU KUP memberikan ruang koreksi atas kesalahan yang bersifat jelas dan 
bukan merupakan sengketa materia (Gunadi, 2017), seperti kesalahan tulis pada nama, 
alamat, NPWP, nomor SKP, masa dan tahun pajak, kesalahan perhitungan seperti 
perbedaan penjumlah, pengurang, pengkali, pembagi, dan kekeliruan menentukan aturan 
seperti salah pilih tarif, salah pilih persentase norma penghitungan, salah pilih sanksi, atau 
salah pilih PTKP. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa dalam 
sistem hukum perpajakan terdapat mekanisme koreksi untuk memastikan bahwa jumlah 
pajak yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kewajiban perpajakan yang sebenarnya. 

 Dengan adanya dasar undang-undang tersebut ultra petita pada dasarnya legal 
untuk digunakan dalam pengadilan pajak. Ultra petita dapat dianggap sebagai konsekuensi 
dari kewenangan hakim dalam Pengadilan Pajak untuk menentukan jumlah pajak yang 
sebenarnya terutang. Sehingga ultra petita  tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap 
hukum acara sebaliknya menjadi instrumen untuk memastikan bahwa putusan pengadilan 
mencerminkan kewajiban perpajakan yang sebenarnya. Akan tetapi penggunaannya harus 
tetap dibatasi dengan tujuan untuk mencapai prinsip keadilan fiskal dan prinsip keadilan 
distributif serta tidak keluar dari prinsip keadilan subtantif dan prinsip kepastian hukum 
(Soemitro, 2016). 

Penerapan ultra petita dalam pengadilan pajak memiliki implikasi hukum yang 
berkaitan dengan kedudukan hakim dalam menentukan jumlah pajak yang sebenarnya 
terutang. Berbeda dengan perkara perdata yang bersifat privat antara para pihak, sengketa 
pajak berkaitan dengan kepentingan publik karena pajak merupakan sumber penerimaan 
negara (Gunadi, 2017). Oleh karena itu hakim tidak hanya berfungsi sebagai penengah 
antara dua pihak, tetapi juga berperan memastikan bahwa jumlah pajak yang diputuskan 
benar-benar mencerminkan kewajiban yang seharusnya dalam perpajakan. Ultra petita 
dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan fiskal, yaitu: keadaan dimana negara 
menerima haknya secara tepat tanpa kelebihan maupun kekurangan. 

Implikasi lain berkaitan dengan perlindungan hak wajib pajak dan prinsip kepastian 
hukum. Hakim memiliki kewenangan untuk menambah jumlah pajak, namun kewenangan 
tersebut tidak dapat digunakan sewenang-wenang terutama terhadap jumlah pajak yang 
harus dibayar. Jika ultra petita diterapkan tanpa batas yang jelas, maka dapat menimbulkan 
ketidakpastian hukum bagi wajib pajak karena objek sengketa yang diperiksa oleh 
pengadilan dapat berkembang di luar ruang lingkup yang diajukan dalam permohonan 
banding (Harahap, 2017). Kondisi ini berpotensi merugikan wajib pajak karena mereka tidak 
memiliki kesempatan yang memadai untuk membela diri terhadap materi yang sebelumnya 
tidak menjadi bagian dari sengketa. Dalam situasi demikian, wajib pajak juga tidak memiliki 
kesempatan yang memadai untuk memberikan pembelaan terhadap koreksi atau penilaian 
baru yang muncul dalam proses persidangan. 

Dalam sistem penyelesaian sengketa pajak, implikasi yang berkaitan dengan 
batasan prosedural dalam proses keberatan atau banding. Sengketa yang diperiksa oleh 
pengadilan pajak pada dasarnya harus bersumber dari materi yang telah dipersoalkan 
dalam tahap keberatan (Gunadi, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa proses keberatan 
memiliki fungsi penting sebagai tahap awal dalam menentukan ruang lingkup sengketa yang 
kemudian diperiksa oleh pengadilan. Jika dalam proses persidangan muncul koreksi baru 
yang sebelumnya tidak pernah menjadi bagian dari sengketa, maka tindakan tersebut dapat 
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dianggap melampaui objek sengketa yang sah dan berpotensi melanggar prinsip kepastian 
hukum dalam proses peradilan pajak (Gunadi, 2017).  

Seperti halnya dalam sengketa pajak dengan nomor PUT-003069.18/2018/PP/M.IVB 
Tahun 2019, dimana majelis hakim menilai bahwa koreksi biaya produksi tambang yang 
dimasukkan oleh Terbanding dalam keputusan keberatan merupakan materi baru yang tidak 
pernah disengketakan sebelumnya Dalam perkara tersebut, hakim tidak menggunakan 
kewenangan ultra petita untuk menilai kembali jumlah pajak yang sebenarnya terutang, 
melainkan menilai bahwa permasalahan yang terjadi berkaitan dengan kesalahan prosedur 
administrasi dalam proses keberatan. Dengan demikian hakim memandang bahwa koreksi 
baru yang dimasukkan oleh terbanding tidak dapat dibenarkan karena melampaui ruang 
lingkup keberatan sesuai pengajuan wajib pajak. 

Implikasi terhadap fungsi lembaga pengadilan pajak sebagai pengawas tindakan 
administrasi perpajakan. Pengadilan Pajak tidak hanya berfungsi untuk memfasilitasi 
penyelesaian sengketa yang timbul diantara wajib pajak serta otoritas pajak, tetapi juga 
berperan dalam mengawasi agar tindakan administrasi perpajakan berjalan sesuai 
ketentuan hukum KUP yang berlaku. Apabila ultra petita digunakan untuk membenarkan 
tindakan administrasi yang tidak sesuai prosedur, maka pengadilan berpotensi melemahkan 
prinsip akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Oleh karena itu penerapan ultra petita harus 
tetap mempertimbangkan apakah persoalan yang terjadi berkaitan dengan substansi 
kewajiban pajak atau justru berkaitan dengan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh 
fiskus.  

Jika kesalahan yang terjadi bersifat prosedural, maka ultra petita tidak tepat untuk 
diterapkan karena dapat mengabaikan prinsip due process of law (Radbruch, 1950). Prinsip 
ini menghendaki agar setiap keputusan hukum diambil melalui prosedur yang sah serta 
menyediakan kesempatan para pihak untuk membela kepentingannya secara adil. Apabila 
ultra petita digunakan untuk memperluas objek sengketa di luar materi yang diajukan dalam 
keberatan atau banding, maka wajib pajak dapat dirugikan karena tidak memperoleh 
kesempatan yang memadai untuk memberikan pembelaan terhadap materi sengketa. 

Dapat disimpulkan bahwa ultra petita memang dimungkinkan digunakan secara 
hukum terutama dalam pengadilan pajak, karena hakim pajak memiliki kewenangan untuk 
menentukan besaran pajak yang sebenarnya berdasarkan fakta yang diungkap dalam 
persidangan. Namun penerapannya harus tetap dibatasi oleh beberapa prinsip fundamental, 
yaitu prinsip kepastian hukum, prinsip keadilan substantif, serta prinsip perlindungan hak 
wajib pajak. Ultra petita hanya dapat dibenarkan apabila bertujuan untuk menemukan jumlah 
pajak yang sebenarnya berdasarkan fakta persidangan, bukan untuk memperluas objek 
sengketa di luar materi yang diperselisihkan oleh para pihak (Gunadi, 2017). 

Meskipun secara normatif kewenangan ultra petita dalam pengadilan pajak 
dimungkinkan untuk menjamin tercapainya keadilan fiskal, penerapannya tetap 
menimbulkan dilema antara kepentingan negara dalam memperoleh penerimaan pajak 
secara optimal dengan perlindungan hak wajib pajak dalam proses peradilan. Di satu sisi, 
ultra petita dapat membantu hakim menemukan jumlah pajak yang sebenarnya terutang 
berdasarkan fakta persidangan sehingga negara tidak kehilangan haknya akibat kesalahan 
perhitungan atau interpretasi hukum yang keliru. Namun di sisi lain, penggunaan ultra petita 
yang tidak dibatasi secara jelas berpotensi memperluas objek sengketa di luar ruang lingkup 
yang diajukan oleh para pihak, sehingga bagi wajib pajak dapat mengurangi kepastian 
hukum dan menimbulkan ketidakseimbangan posisi dengan fiskus dalam proses peradilan. 
Penerapan ultra petita dalam pengadilan pajak harus ditempatkan secara proporsional, yaitu 
hanya digunakan untuk menilai kebenaran materiil atas kewajiban perpajakan yang telah 
menjadi objek sengketa, bukan untuk membenarkan koreksi baru yang tidak pernah 
diajukan dalam tahap keberatan atau banding. Dari hal ini keseimbangan keadilan fiskal 
serta perlindungan hak wajib pajak tetap terjaga dalam sistem penyelesaian sengketa pajak. 
 

IV. KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan terhadap dasar hukum penerapan 

ultra petita dalam Pengadilan Pajak, maka diketahui berbeda dengan sistem pengadilan lain 
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sistem peradilan pajak memiliki karakter khusus yang menuntut kebenaran materil yang 
harus dipenuhi oleh wajib pajak dan tidak lebih. Hal ini dikuatkan oleh UU 1945 dan UU KUP 
dimana negara berhak menuntut penerimaan negara berupa pajak sesuai dengan ketentuan 
yang telah diatur sesuai dengan undang-undang. Sehingga meskipun secara umum 
larangan ultra petita dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg, tetapi dalam 
hukum acara perpajakan hakim Pengadilan Pajak diberikan kewenangan khusus melalui 
Pasal 80 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta ketentuan 
dalam Undang-Undang KUP untuk menentukan jumlah pajak yang sebenarnya terutang 
berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang terungkap dalam persidangan. 
Namun demikian, kewenangan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa 
batas. Penerapan ultra petita tetap harus dibatasi oleh ruang lingkup objek sengketa, prinsip 
kepastian hukum, perlindungan hak wajib pajak, serta ketentuan bahwa koreksi yang 
dilakukan tidak boleh merupakan materi baru yang sebelumnya tidak pernah disengketakan 
dalam proses keberatan maupun banding. Dengan demikian, ultra petita dalam Pengadilan 
Pajak hanya dapat dibenarkan sepanjang digunakan untuk menemukan kebenaran materiil 
atas kewajiban perpajakan yang disengketakan, bukan untuk melegitimasi penyimpangan 
prosedural oleh Terbanding seperti pada kasus dalam PUT-003069.18/2018/PP/M.IVB 
Tahun 2019. 

Berdasarkan hasil penelitian, implikasi hukum dari penerapan ultra petita dalam 
Pengadilan Pajak menunjukkan adanya dua konsekuensi yang saling berkaitan. Di satu sisi, 
ultra petita berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan fiskal dan keadilan 
substantif, dalam hal ini hakim tidak hanya terikat pada tuntutan formal para pihak, 
melainkan juga berwenang menilai jumlah pajak yang sebenarnya terutang sesuai fakta 
persidangan. Di sisi lain, apabila ultra petita diterapkan tanpa batas yang jelas, maka hal 
tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, memperluas objek sengketa 
secara tidak sah, dan melemahkan due process of law. Jika ultra petita digunakan seperti 
pada kasus dalam PUT-003069.18/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, maka akan merugikan, 
karena wajib pajak tidak memperoleh kesempatan untuk membela diri terhadap materi yang 
sebelumnya tidak pernah menjadi bagian dari sengketa. Oleh karena itu, untuk tetap 
menjaga kepastian hukum di Pengadilan Pajak, ultra petita hanya dapat diterapkan secara 
proporsional apabila masih berada dalam batas objek sengketa yang sah dan ditujukan 
untuk menemukan kewajiban perpajakan yang sebenarnya, bukan untuk membenarkan 
koreksi baru, terutama pada tindakan administratif DJP yang tidak sesuai prosedur. 
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